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Abstract

BUMN are private corporate entities so that the $agoverning Manpower are applicable to Law 13 0020
Therefore, the normative rights set forth in Law. N8 of 2003 must be met by companies for theikerst These
normative rights are, among others, when the Baptk€iompany, ie, a one time severance pay undgurthgsions

of Article 156 Paragraph 2, severance pay for a-tinee stipulation of Article 156 paragraph 3 andngpensation
pay pursuant to paragraph 156 4. Where there iotaights is not fulfilled by a state-owned entéasgr, workers
may file for bankruptcy in the company, in its dfiedtion as a Preferen creditor. Based on the s, the state-
owned enterprises should be clearly stated in apsom to protect the company's existing componentase of
Bankruptcy, if the State participates, there mstbleast 51% of the shares therein, so that tmrol, regulation

and controlling functions performed the governmiertlear that the company's goals are achieved tecessary
to have the same meaning / meaning as the stateebemierprise which is engaged in public interBgicause of
Article 2 paragraph 5 of Law No. 37 of 2004 witle #xplanation is not in line. Article 2 paragraplobthe Law on
Bankruptcy refers to state-owned enterprises irfifld of public interest, while in the explanatistates that state-
owned all state-owned capital and not divided isitares. Between the contents of the article anéxipéanation is

not synchronized, then the provisions should betioread directly Perum, in order to achieve legattaity.
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Abstrak
BUMN merupakan entitas perusahaan privat sehingggarh yang mengatur tentang Ketenagakerjaan bekléku
No 13 Tahun 2003. Oleh karena itu, hak-hak normatifg diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 harus dipenu
perusahaan untuk pekerjanya. Hak-hak normatif betsgntara lain ketika perusahaan Pailit, yaknigup@sangon
satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, uang pesangsa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal yei&alan
uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4. lagata hak—hak buruh yang tidak dipenuhi perusaB&aaviN,
maka buruh dapat mengajukan pailit pada perusatezaabut, dalam kualifikasinya sebagai krediturfé?em.
Berdasarkan penelitian tersebut, seharusnya &t harus dipaparkan secara jelas dalam suatispkaan hal
ini untuk memproteksi komponen perusahaan yanglatddamnya apabila terjadi Kepailitan, jika Negikat andil
maka harus pula terdapat minimal 51% saham didalameehingga fungsi pengendalian, pengaturan dan
kontrolling yang dilakukan pemerintahpun jelas agajuan perusahaan tersebut tercapai. Perlu adanya
pengertian/makna yang sama mengenai BUMN yang taegtalam bidang kepentingan publik. Karena antara
Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 dengan penjeigadidak sejalan. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitamyabut
tentang BUMN di bidang kepentingan publik, sementpada penjelasan menyatakan BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atasasahAntara isi pasal dan penjelasan tidak singkroaka
seharusnya ketentuan tersebut menyebut langsuogPagar tercapainya kepastian hukum.

Kata Kunci : BUMN, kepailitan, ketenagakerjaan
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan unsur yang tidak teMepagdari pembangunan
Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undasay Digara Republik Indonesia Tahun
1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudgd@@m sangat penting sebagai pelaku
dan sasaran pembangunan Nasional. Oleh karenaitis fada hak-hak tenaga kerja yang
diatur dalam peraturan Indonesia demi keadilan kigastian hukum, yang di dalamnya
termasuk perlindungan atas hak-hak pekerja. Dindaterjalanannya, perusahaan tidak
selamanya mengalami pertumbuhan yang stabil darkabalsebuah perusahaan dapat
mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Pailit ppekan suatu keadaan dimana debitur
tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran-penthaygerhadap utang-utang dari para
krediturnya.

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Wndéd&omor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaaydtang (selanjutnya disebut UUK)
adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit ysmggurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawaaddém tidak mampu membayar
lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keaarfqancial distresydari usaha debitor
yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merapaguatu jalan keluar yang bersifat
komersial untuk keluar dari persoalan utang piutgargg menghimpit seorang debitur karena
sudah tidak mampu lagi membayar utang piutangtiate

Pada dasarnya UUK tidak membedakan kepailitan. &arttan UUK debitur yang
dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang peroaan(pribadi) dan badan hukum. Artinya,
baik perorangan maupun badan hukum dapat dipailftkdalah satu pembaharuan dalam
UUK ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukepailitan terhadap instansi
tertentu, salah satunya ialah permohonan pailtatsp BUMN. Pasal 2 ayat (5) UUK

1 M. Hadi Subhan,Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik difadilan, Kencana, Jakarta, 2007,
him 2.

2 Adrian SutediHukum KepailitanGhalia Indonesia, Bogor, 2009, him. 147
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menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah BadahaJsalik Negara yang bergerak di
bidang kepentingan publik, maka permohonan perayafailit hanya dapat diajukan oleh
Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud hanyalah BUMANhg bergerak di bidang
kepentingan publik saja.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK, yangkdud dengan BUMN yang
bergerak di bidang kepentingan pubik ialah: “badesaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atasasah Artinya untuk bisa disebut sebagai
BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publikuséah memenuhi dua syarat tersebut.
UUK tidak memberikan penjelasan tentang itu. Di ga itu, penjelasan tersebut juga
mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud hadala disingkronkan dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN@g{8etnya disebut UU BUMN).
Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingamlik hampir sama dengan
pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapiétaddalam Pasal 1 angka 4 UU
BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum ad&&HVIN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yaergujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu toggisekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BUMN yseluruh atau sebagian besar
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dimsahlkerupakan salah satu pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di sagpsaha swasta dan koperasi.

Kasus paling besar ialah dipailitkannya suatu BUjlu PT Dirgantara Indonesia
(DI) karena dalam sejarah ini baru pertama kali BUMipailitkan3 Namun akhirnya batal
pailit setelah Mahkamah Agung menolak permohonaiiit pmmantan karyawan DI.
Permohonannya sendiri diajukan mantan karyawaraiteRekurangan pembayaran iuran
pensiun setelah mereka di PHK. Mahkamah Agung kerilan bahwa BUMN, baik
berbentuk Perusahaan Umum (Perum) atau Persera ldapat dimohonkan pailit oleh

Menteri Keuangan (Menkeu). BUMN yang seluruh mogalimiliki oleh negara, yang

3 Usman RachmadDimensi Hukum Kepailitan di Indonesi@ramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, him
48
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melaksanakan kegiatan kepentingan publik hanya tddipaohonkan pailit oleh Menteri
Keuangan.

Di Indonesia, berkaitan dengan permasalahan peraanbak-hak buruh tersebut
sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam seramglgeraturan perundang undangan.
Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentangrégiakerjaan (selanjutnya disebut
UU Ketenagakerjaan ) Pasal 95 ayat (4) disebutkémvh “Dalam hal perusahaan dinyatakan
pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan pdamgy - undangan yang berlaku, maka upah
dan hak - hak Ilainnya dari pekerja/buruh merupakatang yang didahulukan
pembayarannya.” Dalam UUK Pasal 39 disebutkan batiwa&Pekerja yang bekerja pada
Debitor dapat memutuskan hubungan Kkerja, dan &elyali Kurator dapat
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka wadthwrut persetujuan atau ketentuan
perundang undangan yang berlaku dengan pengedianabhubungan kerja tersebut dapat
diputuskan dengan pemberitahuan paling singkaedtpét puluh lima) hari sebelumnya; dan
(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diuaapkipah yang terutang sebelum maupun
sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan meaapatiang harta pailit.

Melihat ke UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3 reekdn pengertian Pekerja
adalah setiap orang yang bekerja dengan meneritvelamdalam bentuk apapun. Pengertian
ini agak umum namun maknanya lebih luas karenatdagamcakup semua orang yang
bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekuhamlan hukum dan badan lainnya
dengan menerima upah selama ini diidentikkan dengag, padahal ada pula pekerja/buruh
yang menerima imbalan dalam bentuk bart8epagaimana dengan istilah pemberi
kerja/pengusaha dalam hal ini perusahaan, berdasdtkl Ketenagakerjaan adalah setiap
bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, wiéikg perseorangan, milik persekutuan,
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupudikmhegara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalamdaéntuk lain atau usaha usaha sosial
dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dampekerjakan orang lain dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meigeubungan kerja yang telah ada

4 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indone&id, Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, him 35
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antara perusahaan dan pekerja, maka dengan sgadakan terputus dengan adanya putusan
pengadilan.

Hal ini berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang Undamgdd 25 Tahun 1997 yang
menyatakan bahwa Perjanjian kerja berakhir apabila

a. Meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatiaumh tetap;

d. Adanya kejadian atau keadaan yang dicantumkan dpkmanjian kerja yang

dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian hubungga;ldan

e. Keadaan memaksa.

Selama ini masyarakat cenderung menilai bahwa kiypamerupakan suatu cacat
hukum dan kenestapaan suatu perusahaan terhaddmhalara kreditur yang berkaitan
dengan perusahaan tersebut, khususnya para teesjga karena kurang memahaminya
tenaga kerja terhadap hukum kepailitan. Memangtulisisi terdapat UU Ketenagakerjaan
yaitu yang mengatur hak buruh pada perusahaar. pgddimun, ada pula UUK, dengan
demikian, terdapat benturan antara pemenuhan hakbrang didahulukan berdasar UU
Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan. Tetapi dalamuhukterdapat asakex Specialis
derogat legi generalisyaitu peraturan yang lebih khusus mengalahkantyrara umum,
sehingga hak buruh pada saat pailit hanya mengada peraturan yang lebih khusus yaitu
UU Kepalilitan. Selain itu, dalam Peraturan PemahinNomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah, Pasal 27 disebutkan bahwa “datmpengusaha dinyatakan pailit, maka
upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pesnbiaryya sesuai dengan peraturan
perundang undangan tentang kepailitan yang berlaku”

Dalam Pasal 26 UU UUK kurator memang mempunyai kawgan untuk
melakukan pengajuan tuntutan dan kewajiban yangyamgkut harta pailit. Apalagi jika,
masih ada kreditur—kreditur lain yang harus dipejuga haknya. Dengan demikian, dapat
dilihat bahwa kewajiban yang harus dilaksanakah perusahaan yang pailit sebagai debitur,
tidak hanya berkaitan dengan kreditur, tetapi kgaajiban pemenuhan upah kepada pekerja.

Posisi seperti ini merupakan salah satu alasan apangampai terjadi demonstrasi oleh buruh
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dalam perusahaan pailit. Dalam hal ini putusan litepisuatu perusahaan biasanya diikuti
oleh putusan status pekerjanya, yaitu terjadi pasaut hubungan kerja.

Dalam praktiknya manakala terjadi permasalahanitpddn terjadi pemutusan
hubungan kerja dalam satu perusahaan, seringkiadirjpekesulitan memperoleh informasi
dan hak-hak mereka. Seringkali terjadi perselisiRakerja dengan Pihak Perusahaan yang
diwakili oleh Kurator. Pasal 151 ayat (1) UU Ketgakerjaan menyebutkan bahwa
pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikathty dan pemerintah, dengan segala upaya
harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutudamdan kerja. Setelah instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempaerima pencatatan perselisihan,
instansi tersebut wajib menawarkan kepada parakpilmatuk menyepakati memilih
penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui aalsi: Jika para pihak tidak memilih
penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase mpkayelesaian perselisihan dilakukan
dengan mediator.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemenuhan kebuteam sistem pengupahan
pekerja yang layak merupakan suatu orientasi hesks#tiap warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dapatpdilkan pula bahwa dalam praktik
peradilan di Indonesia masih sering terjadi peaiegan dalam menyelesaikan masalah ketika
perusahaan pailit dengan para pekerja. Dengan adaeditur-kreditur pemegang jaminan,
sering kali para pekerja khawatir perusahaan peelisebut tidak melakukan pemenuhan
pembayaran upah dan pesangon karena harta pemsséia@gai debitur sudah habis atau
telah berkurang untuk membayar para kreditur pengegak jaminan. Dalam jurnal ini ada
dua permasalahan hukum yakni apakah pekerja / lpada perusahaan BUMN berlaku UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan agakahak buruh yang tidak terpenuhi

oleh Perusahaan dapat mengajukan pailit terhaddgNBtérsebut.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentakegpailitan BUMN yang
dimohonkan atas dasar hak-hak buruh yang tidakndhge dengan titik pembahasan pada
apakah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakehadaku pada pekerja / buruh pada
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perusahaan BUMN dan apakah hak-hak buruh yang telglenuhi oleh Perusahaan dapat
mengajukan pailit terhadap BUMN tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum
Bisnis/ketenagakerjaan. Dari segi praktis penalitma diharapkan dapat berguna bagi praktik
hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan &asupermasalahan-permasalahan

hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di BUMN

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normdadrtujuan mencari pemecahan
atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehinggal lyasg dicapai adalah memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isumhiyang diajukan. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangdatuté approach pendekatan
konseptual donceptual approagh dan pendekatan kasusage approach Metode analisis
bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primerp&eperundangan-undangan

dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kaisgr

. PEMBAHASAN
1. Cakupan Hubungan Kerja dalam UU Ketenagakerjaan
Semua orang yang bekerja disektor swasta baik padarangan maupun badan
hukum disebut sebagai buruh. Hal ini ditegaskaarddPasal 1 ayat 1 a Undang Undang 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihnan Rédour Dalam pasal ini buruh diartikan
sebagai barang siapa yang bekerja pada majikarademgnerima upah. Setelah lahirnya
Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeigikath Buruh disandingkan dengan
istilah Pekerja. Istilah Buruh dan Pekerja secar&dis sebenarnya adalah sama dan tidak ada

perbedaan diantara keduanya. Pekerja adalah asetapaan yang begitu penting, karena

5 Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 2005him. 113
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keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantungelarjanya. Dalam hubungan antara
perusahaan dan pekerja tersebut terjadi perikadga kang membentuk hubungan hukum,
yakni suatu perjanjian kerja. Suatu perjanjian &ediapat berupa perjanjian tertulis maupun
lisan yang mengikuti syarat-syarat perjanjian, gabmana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Adanya perjanjian kerja, yakni upahgyaremadai dan jaminan sosial tenaga
kerja adalah hak-hak pekerja yang dijamin oleh Wgeldndang.

Menurut Bahder Johan Nasution “Tujuan yang hendalpai dalam hubungan

industrial adalah mewujudkan masyarakat adil dankmma dengan cara

menciptakan ketenagaan bekerja dan berusaha ydagdasi dengan prinsip
kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluadmamgotong royong serta
musyawarah untuk mufakat”.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhirbartyan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak- den kewajiban (prestasi dan kontra
prestasi) antara pekerja buruh dengan pengusalsal (Raangka 25 Undang Undang
Ketenagakerjaan). Salah satu pasal dalam UUD NB% j@itu Pasal 28D yang menentukan
bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imlaianperlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.

Entitas BUMN dapat ditelusuri dari konsep hukumugahaan pada umumnya.
Istilah “perusahaan” pada awalnya tidak terdapdamdaKitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) Stb.1847-23, dan dikenal pada wakiu adalah istilah pedagang
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengah3PEsdD. Dalam perkembangannya,
terjadi perubahan KUHD pada tahun 1938 dengan 1%B8-276 istilah pedagang diganti
dengan perusahadmlamun mengenai pengertian perusahaan ternyatan ddl#HD sendiri
tidak memberikan pengertiannya. Berdasarkan Padaltit b Undang Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yangentekan: “Perusahaan adalah setiap

bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaibersifat tetap dan terus-menerus dan

6 Bahder Johan Nasutiohjukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bageif® Mandar Maju,
Bandung, 2004, him 165
7 H.M.N. Purwosuttjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pergerfdasar Hukum

Dagang Djambatan, Jakarta, 1995, him 10
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yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalatayah negara Republik Indonesia, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.Bqgita pada Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusaljang menentukan: “Perusahaan
adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegsetzara tetap dan terus-menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik y#&sejethggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum/imakiam hukum, yang didirikan dan
berkedudukan di wilayah RI.

Landasan Konstitusional BUMN adalah Pasal 33 aygdrBayat 3 UUD 1945, yang
menyatakan bahwa “semua cabang produksi yang meaighajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besamtylakemakmuran rakyatnya “. BUMN
ikut berperan dalam sistem perekonomian nasiortatafain menghasilkan barang dan/atau
jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan selbesarnya kemakmuran masyarakat.
Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai peldpo/atau perintis dalam sektor-
sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Mdrapkan sifat usaha BUMN, yaitu
untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatimum, dalam Undang Undang
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik NegatUMN disederhanakan menjadi
dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Perser®edasahaan Umum (Perum).

Persero adalah BUMN yang tujuannya mengejar kegatyndan modalnya terbagi
atas saham yang paling sedikit 51% dari saham danigjiki oleh negara dan ditundukkan
kepada ketentuan tentang Perseroan Terbatas, &adaRgrum adalah BUMN yang tidak
terbagi atas sahafrRumusan Perseroan berasal dari kat@,yang berarti saham. Menurut
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomorhdm t2007 tentang Perseroan Terbatas
menentukan : “Perseroan Terbatas, yang selanjutisgdout Perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berkasaperjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terblagn daham, dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam undang-undang serta pergpetaksananya”.

8 Rudhi Prasetya. Perseroan Terbatas Teori danilRraskarta : Sinar Grafika, 2011, h. 8
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Perusahaan Perseroan, merupakan BUMN yang berbpetskroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atangosdéidikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesiangyatujuan utamanya mengejar
keuntungan. Hal inilah yang membedakannya dengamukeBUMN lainnya, yaitu
Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Umum, merup&kdi yang seluruh modalnya
dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yéegujuan untuk kemanfataan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bertimggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perasafirasal 1 angka 4 Undang-Undang
BUMN).

a. UU Ketenagakerjaan Berlaku Pada Perusahaan BUMN

Hukum Ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dpat deersifat publik. Dikatakan
sifat perdata oleh karena sebagaimana kita kethhlnva perdata mengatur kepentingan
orang perorangan dalam hal antara tenaga kerjapasmgusaha yaitu dimana mereka
mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengganpan kerja. Sedangkan mengenai
hukum perjanjian diatur dalam KUHPerdata Buku IHasnping bersifat perdata juga bersifat
publik alasannya adalah:

1) Dalam hal-hal tertentu Negara / Pemerintah turaotpa tangan dalam masalah —

masalah ketenagakerjaan, misalnya Pemutusan Hub =g,

2) Adanya sanksi-sanksi / aturan didalam setiap undamdpng atau peraturan

perundang undangan di bidang ketenagakefjaan.

Keikutsertaan pemerintah dalam kepemilikan sahamlapat dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 TentangeRean Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham, menyebutkan bahMegdra Republik Indonesia
melakukan penyertaan modal ke dalam modal sahanDiRjantara Indonesia, PT PAL
Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau S®@eBarata Indonesia, PT Boma Bisma
Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomikasi Indonesia dan PT LEN Industri”.

% Sendjun W. ManullangPokok — Pokok Hukum Ketenagakerjaan di IndoneRiaeka Cipta, Jakarta,
1998, him 1
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PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu Bl bergerak dalam bidang
kedirgantaraan. Sebagai suatu Badan Usaha Mililafded®T. Dirgantara Indonesia memiliki
karakteristik bentuk sebagai Perusahaan Perser@arsgfo). PT. Dirgantara Indonesia
sebagai salah satu wahana transformasi industwkunenjadi pusat keunggulan di bidang
industri dirgantara yang berorientasi bisnis dammamendukung kepentingan nasiolal.

Kewenangan pengajukan permohonan pailit suatu Bddsaha Milik Negara
(BUMN) adalah Menteri Keuangan. Terhadap PT. Ditgen Indonesia yang merupakan
salah satu Badan Usaha Milik Negara, Majelis HaRemgadilan Niaga berpendapat bahwa
PT. Dirgantara Indonesia bukan BUMN yang sahameyatss persen dikuasai Negara. Oleh
karena itu, Menteri Keuangan bukan satu-satunyakpyang dapat menggugat pailit PT.

Dirgantara Indonesia.

b. Pihak yang Memohonkan Pailit
Menurut J. Djohansjah, dalam tulisannya yang beifjutPengadilan Niaga’,
pengertian Kepailitan merupakan suatu proses dirftana
1) Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuang&mkunembayar utangnya
dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal inndedilan Niaga, dikarenakan
Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

2) Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kredseguai dengan peraturan
Kepailitan.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang kaneeganjian atau Undang-
Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, Bagditor konkuren, kreditor separatis
(pemegang hak jaminan), maupun kreditor preferexbitbr adalah orang yang mempunyai
utang karena perjanjian atau Undang-Undang yangnpsénnya dapat ditagih dimuka

pengadilan. Utang adalah kewajiban yang dinyataktan dapat dinyatakan dalam jumlah

10 http://www.kompas.com., PT Dirgantara IndonesizaBRailit. Rabu, 24 Oktober 2007, diakses pada 2
September 2014

11 Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Porjfegs.], Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui
Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utaflgmni, Bandung, 2001, him 23
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uang baik dalam mata uang Indonesia maupun matpasing, baik secara langsung maupun
yang akan timbul di kemudian hari ateantinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-
undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor daa bdak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartayesn Debitor.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik selsagdéu lembaga atau sebagai
suatu upaya hukum khusus merupakan suatu ringkaseep atas asas dalam Pasal 1131 dan
1132 KUH Perdata yakni adanya kepastian pembayatiastransaksi yang telah diadakan
oleh debitur terhadap krediturnya, dengan kedudykag proporsioal.

Sesuai ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa sala pengecualian yang
diberikan oleh perundang-undangan atas @sagas creditoriumadalah terhadap kreditur
separatis dan preferen, yakni kreditur yang memaukgdudukan terpisah dalam boedel
pailit. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, peradiacu tersebut dari hak istimewa
(privilege), gadai dan hipotik. Dalam Pasal 1134 KUH Perdaleh lanjut dimuat bahwa
ketentuan Gadai dan Hipotik mempunyai kedudukaih lebggi untuk didahulukan daripada
Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana olehamgdundang ditentukan sebaliknya.

Berkaitan dengan itu pula, syarat-syarat dikabullgan permohonan kepailitan
menjadi sangat penting, yakni: Pailit ditetapkaakala debitur yang mempunyai 2 kreditur
atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya sataguimng jatuh tempo (Pasal 2 ayat 1
UUK). Selain itu keterkaitan pengertian utang jteyalapat pada Pasal 1 angka 6 UUK:

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau ddipgatakan dalam jumlah uang
baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uamg,asaik secara langsung
maupun akan timbul dikemudian hari, atau kontinjamg timbul karena perjanjian
atau undang — undang dan yang wajib dipenuhi okghitDr dan bila tidak dipenubhi
memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pememylaadari harta kekayaan
Debitur *“.

Timbulnya penafsiran utang yang berbeda antara pakem tidak terlepas dari
Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UUK yang menyebutkanguang tidak dibayar oleh dibitor

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalaing ypakok atau bunga. Pengertian
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tersebut secara harfiah ditafsirkan sebagai utangodrbuatan hukum yang dapat dinyatakan
pailit adalaht?
1. Orang perorangan,;
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkuanptitlak berbadan hukum
lainnya;
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, &sipgraupun yayasan yang
berbadan hukum;

4. Harta peninggalan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan udapat dinyatakan pailit adalah
kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untulakumkan tindakan-tindakan

keperdataan, dan bukan hal lainnya.

2. Permohonan Pailit pada BUMN

Kepailitan Debitur akan membawa akibat hukum tilakya pada kreditur dan harta
bendanya, tetapi juga pada buruh atau tenaga K2ejagan demikian sesuai ketentuan dalam
Pasal 39 ayat 2 UUK maka upah pekerja atau buraof palum dibayar merupakan utang harta
pailit sehingga harus didahulukan dikeluarkan dnta pailit sebelum dibagi pada kreditur-
kreditur lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 BB®U, upah merupakan hak pekerja yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaalan dari pemberi kerja kepada pekerja
atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dardd&knkan, ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perapgamdang undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja dan keluargd.Dalam Pasal 1149 KUH Perdata pula telah menempatkah buruh
sebagai kreditur preferen yaitu mempunyai hak et atas benda bergerak dan tidak bergerak

pada umumnya sehingga sebagaimana dimaksud P&dalKlIH Perdata pelunasannya harus

12 yani, Ahmad dan Widjaja, GunawaBgeri Hukum Bisnis KepailitarRaja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, him. 16

3prinst DarwanHukum Ketenagakerjaan Indonesia, Buku Pegangan Bakerja untuk mempertahankan
haknya Cipta Aditya Bakti, Bandung. 2000, him. 47
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didahulukan. Penyelesaian utang upah buruh DebRailit juga diatur dalam UU
Ketenagakerjaan, Bab X tentang Perlindungan, Pexigupdan kesejahteraan.

Ketentuan mengenai keistemewaan pembayaran upain berdapat pada Pasal 95
Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003:

“Dalam Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuitd@sdasarkan peraturan perundang undangan
yang berlaku, maka upah dan hak hak lainnya dakerpe / buruh merupakan utang yang
didahulkukan pembayarannya “.
Posisi buruh dalam memperjuangkan pembayaran upalmngrupakan hal yang
beralasan dan kedudukan buruh merupakan posigrprekarena:
a. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihandietignewakan berdasar Pasal
1139 dan Pasal 1149 KUHPer;

b. Telah ada pengakuan Undang — Undang bahwa pembayaeh menjadi utang
harta pailit berdasar UUK Pasal 39 ayat 2;

c. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekegjagdn daftar yang dikeluarkan
oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yangangani, hal ini diatur dalam
Pasal 127 ayat 1 UUK.

Pengaturan apakah upah buruh dapat mendahulutlkreéparatis juga terdapat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-VI/2008, apesmohonan pengujian Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan damuRdaan Kewajiban Pembayaran Utang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Fesidkatan Serikat Buruh Indonesia,
yaitu mengenai kedudukan kreditur separatis yaaggtjap melanggar hak asasi manusia yaitu
hak buruh. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahvekeadp kedudukan hukum utang buruh
yang tidak secara tegasxpressis verb)smenyebut sebagai kreditur separatis maupun kredit
preferen dalam UUK, melainkan hanya dalam UU Kejekarjaan, hak-hak buruh harus
dibayar terlebih dahulu.

Pemailitan BUMN oleh buruh sebagai sarana perligdanhak buruh, dapat terlihat
pada Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Riadamn pengajuan permohonan pailit yang
diajukan oleh mantan karyawan Berdasarkan syarg gamanatkan Undang-Undang tersebut,
dalam kenyataan PT. Dirgantara Indonesia juga megg dua/lebih kreditor yaitu mantan
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karyawan PT. Dirgantara Indonesia, utang yang démakadalah kompensasi pensiun yang
dituntutkan, dan utang tersebut telah jatuh waldlummsannya dan dapat ditagih. Putusan pailit
tersebut mengundang banyak reaksi pro dan kontemudian menyikapi hal tersebut PT.
Dirgantara Indonesia mengajukan Permohonan Kasdglidhkamah Agung Republik Indonesia.
Pengajuan Kasasi tersebut didasarkan pada ketetialawa yang berwenang mengajukan
permohonan pailit pada BUMN adalah Menteri Keuangi@m karena PT. Dirgantara Indonesia
merupakan BUMN maka Menteri Keuanganlah yang beawgmengajukan Permohonan Pailit
PT. Perusahaa yang dimaksud dengan BUMN pada UlU#talmdBBUMN yang bergerak di
bidang Pelayanan Publik, yang jika dihubungkan dendu BUMN, BUMN yang dimaksud
adalah Perum, sehingga untuk BUMN yang berbentugelfe akan diberlakukan pula Ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas selain juga UrAdadgng BUMN.

Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanyatuswpiutang baik seluruhnya
maupun sebagian atau membantah adanya peringkaingidengan mengemukakan alasan
secara sederhana untuk kemudian dicatat dalamalagdra rapat. Namun bantahan tersebut
tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepaititan perlu diingat bahwa bantahan yang
tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidajulcan terhadap seluruh piutang tetapi
tidak menyatakan dengan tegas bagian yang dialui lzagian yang dibantah, tidak dianggap
sebagai suatu bantahan. Apabila terdapat kebetataadap diajukannya piutang setelah lewat
jangka waktu atau dalam hal timbulnya perselisimangenai ada atau tidak adanya halangan
apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negd&apublik Indonesia, Hakim Pengawas wajib

mengambil keputusan setelah meminta nasihat dzat.ra

C.PENUTUP
1. Kesimpulan
BUMN merupakan entitas perusahaan privat sehinggarh yang mengatur tentang
Ketenagakerjaan berlaku UU 13 Tahun 2003.0leh kat#u tersebut berlaku bagi pekerja di
BUMN, maka hak-hak normatif yang diatur dalam UU N® Tahun 2003 harus dipenuhi
perusahaan untuk pekerjanya. Hak-hak normatif betsantara lain ketika perusahaan Pailit,
yakni uang pesangon satu kali ketentuan Pasal ¥a6 2 uang pesangon masa kerja sebesar
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satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang petigg hak sesuai pasal 156 ayat 4.
Apabila ada hak-hak buruh yang tidak dipenuhi pgraan BUMN, maka buruh dapat
mengajukan pailit pada perusahaan tersebut, daleifikasinya sebagai kreditur Preferen.
Status BUMN harus dipaparkan secara jelas dalatu gaesusahaan, jika Negara ikut andil
maka harus pula terdapat minimal 51% saham didalapsehingga fungsi pengendalian,
pengaturan dan kontrolling yang dilakukan pemehipten jelas agar tujuan perusahaan
tersebut tercapai, terutama untuk memproteksi kowpoperusahaan apabila perusahaan

tersebut pailit.

2. Saran

Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbedangd pengertian / makna yang
sama mengenai BUMN yang bergerak dalam bidang kieygam publik. Karena antara Pasal
2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 dengan penjelasandgk sejalan. Pasal 2 ayat 5 UU
Kepailitan menyebut tentang BUMN di bidang kepegdim publik, sementara pada
penjelasan menyatakan BUMN yang seluruh modalnydlili negara dan tidak terbagi atas
saham. Antara isi pasal dan penjelasan tidak sminknaka seharusnya ketentuan tersebut

menyebut langsung Perum, agar tercapainya kepdmstiam.
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